ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab Divisi Profesi dan
Pengamanan (Divpropam) Polri dalam menangani tindakan represif yang
dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap demonstran pada aksi
penolakan RUU Pilkada di Semarang tahun 2024. Kasus yang menjadi
sorotan adalah insiden penembakan gas air mata secara horizontal yang
mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Diponegoro mengalami
luka serius, yang menunjukkan dugaan pelanggaran prosedur dan prinsip
hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta
doktrin yang berkaitan dengan kewenangan Polri, penegakan kode etik, hak
asasi manusia, dan mekanisme pengawasan internal. Spesifikasi penelitian
yang dilakukan Adalah deskriptif analitis. Kemudian data yang digunakan
ialah kualitatif dan wawancara sebagai pelengkap data.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan represif pada
demonstrasi RUU Pilkada di Semarang mencerminkan lemahnya
implementasi standar operasional dan kurang efektifnya pengawasan
internal oleh Divpropam. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan,
peningkatan kompetensi personel pengawas, serta reformasi sistemik agar
penegakan disiplin lebih akuntabel dan mampu mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan
eksternal yang lebih independen untuk menjaga profesionalitas kepolisian
dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
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